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SURAT EDARAN BERSAMA
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

KEPALA BADAN riEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR (2 TAHUN 2021
NOMOR 32 [$E/1/202)
TENTANG -
LARANGAN BAG!I APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK BERAFILIASI
DENGAN DAN/ATAU MENDUKUNG ORGANISASI TERLARANG DAN/ATAU
" ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG DICABUT STATUS BADAN
H KUMNYA

A. Latar Belakang I
| 1. Memperhatikan langkah tegah pemenntah untuk membubarkan FP} melatui
Keputusan Bersama Menter| ‘Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri

Hukum dan HAM Republik Ifdonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik indonesia, Kepala Kepolisian

~.-z-‘. :




/ Negara Republik Ilfndonesia, 5;darz Képala Badan Nasional Penanggulangan
: Terorisme, Nomor: 220-4730 Tahun 2020, Nomor: M.HH-14.HH.05.05

/ Tahun 2020, Nomor: 690 Tahun 2020, Nomor: 264 Tahun 2020, Nomor:
K8/3/X11/2020, dan Nomor: #320 Tahun 2020, tentang Larangan Kegiatan,
Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela
lslam, dipandarig periu untuk menetapkan larangan bagi ASN untuk
berafiliast "deng‘n daniataui mendukung organisasi terlarang dan/atau

;organisasi%kema%yarakatan :'(ang dicabut status badan hukumnya.

2. Organisasi terlafang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut
- status badan Kukumnya sebagaimana dimaksud dalam angka 1 adalah
organisasi yang berdasarkah peraturan perundang-undangan, keputusan .
pengadilan dan/atau kept;ltusan, pemerintah dinyatakan dibubarkan,
dibekukan- dan/atau ditarang melakykan kegiatan, karena bertentangan
dengan Pancasila dan UUD 1945. melakukan keglatan-kegiatan yang terkait -
dengan terotisme, meriggariggu ketertiban umum dan/atau kegiatan lain
yang mengancam Negara Késatuan Repubiik Indonesia.

3. Organisasi. yang saat ini% dinyatakan terlarang dan/atau organisas!
kemasyarakatan yang dicdbut status badan hukumnya adalah Parta
Komunis indonesia, Jamaahilslamiy’ah, Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar),
Hizbut Tahrir Indonesia (HTb, Jamaah Ansharut Dautah (JAD), dan Front
Pembela islam (FP1). :

4. ASN harus menjunjung ﬁndgi nilai-nilai dasar wajib setla dan taat pada
Pancasila, Undang-Undang basar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Negara Kesatuan Repu’bllk’% Indonesia, dan pemerintah yang sah, serta
berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Keterlibatan ASN dalam

. mendukung dan/atau berafiliasi dengan organisasi terlarang dan/atau

org"énisési kemasyarakatan lyang di'cab'ut status badan hukumnya, dapat
menimbulkan radikalisme :né'gatif di lingkungan ASN; sehingga patut untuk
gosgah. T« |

5. Untuk mencegah dan menangani tindakan radikalisme negatif di lingkungan
ASN, telah ditandatangani Surat Keputusan Bersama 11 (sebelas) Menteri
dan Pimpinan LPNK tentdng Penanganan Radikalisme dalam rangka
Penguatan Wawasan Ke.b;a‘npééan 'Qada Aperatur Sipil Negara pada tanggal

) 12 November 2019. '; _
in, 6. Memperhatikan dinamika l"perkembangan saat ini, dipandang perlu
o ~ ‘melakukan pengaturan i_el?ih_ lanjut atas penetapan Surat ' Keputusan

Bersama 'sbbagaima;rfa t_ers?b‘ui_‘ pada angka 5.
7. Sehubungan dengan hal ‘tetsebut, perlu ditetapkan Surat Edaran tentang

Larangan Berafiliasi Deéngan danjatau Mendukung Organisasi Terlaran§’
dan/atau ‘Organisasl Kenjasyarakatan Yang Dicabut Status Badan
Hukumnya bagi Aparatur Siph Negera.” : |
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B. Maksud dan Tujuan ;

1. Maksud:

' Surat Edaran ini dimaksu&kan untuk menjadi pedoman/panduan bagl
Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam memberikan larangan,
mencegah, dan meiakukan tlndakan terhadap Aparatur Sipil Negara yang
berafiliast dengan dan!atau mendukung organisasi terlarang dan/atau -
organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya. , -

2. Tujuan: 5 '
a. Menindakianjuti Surat quutusan Bersania sebagaimana terssbut pada
‘ butir A angka 1 di atas di; Iingkungan ASN; : s
b. Menjaga ASN agar menNnjung tinggi nilai-nilai dasar ASN menjalankan
kewajiban sebagai ASN. dan berfungsi sebagai unsur perekat dan
pemersatu bangsa berdésarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonésia Tahun 1945 sesuai dengan amanat UU
" Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipit Negara (UU ASN);
c. Menjaga agar ASN tetap) fokus berklner]a memberikan pelayanan yang
pnrna kepada masyarakat
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Ruang Llngkup |

Ruang lingkup Surat Edaran ml mencakup pengaturan tentang pelarangan,

penoegahan dan penindakan bagi Aparatur Sipil Negara yang berafiliasi dengan

dan/atau mendukung organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan
yang dicabut status badan hukumhya

Ketentuan 5 §

1. Pejabat Pembina Kepegav\{aian daharuskan melakukan Iangkah-langkah
pelarangan keterlibatan ASN dalam organisasi terlarang dan/atau
organisasi kemasyarakatarf\ yang dlcabut status badan hukumnya.
Pelarangan dimaksud menchkup peiarangan ASN untuk:

a. menjadi anggota, - atau; memiliki pertalaan lain dengan organisasu

terlarang dan/atau orgdnlsasa kemasyarakatan yang dicabut status
~_badan hukumnya; - : .
b. memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidsk langsung

kepada organisasi terlarang danlatau organisasi ksmasyarakatan yang
dicabut status badan hulqumnya,

c. 'menjadl simpatisan  organisasi terlarang dan/atau  organisasi

| kemasyarakatan yang dléabut status badan hukumnya,; :

d. terlibat dalam kegiatan-keglatan organisasi terlarang dan/atau orgamsasi
' kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya




Pejabat Pembina Kepegfawaian Wajib. melakukan langkah-iangkah

menggunakan simbol-sihbol dan atribut organisasi terlarang dan/atau
organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
menggunakan berbagai |med‘l (media sosial dan megdia lainnya) untuk
mengekspresikan dukyngan, af‘ lasi, simpati, kdterlibatan dalam
kegiatan, dan penggur‘aan simbol dan atribut orfanisasi terlarang
dan/atau organisasi kbmasyarakatan yang dlcabut status badan
hukumnya; *

melakukan tindakan iauj yang: . memiliki keterkaltan dengan organlsasi
terlarang dan/atau org@msas; kemasyarakétan vang dicabut status
badah hukumnya. ; . :

pencegahan agar ASN tiqu metanggar larangan keterlibatan ASN dalam
organisasi terlarang danlatau organisasi kemasyarakatan yang dicabut
status badan hukumnya, yapg mencakup
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Memberikan pembekalan secara futin tentang nilai-nilai dasar ASN,
terutama dalam kaitgn penerapan  nilai-nilai  Pancasila ‘dalam
pelaksanaan tugasnya; 7

mendorong ketelédangj pimpinan tentang penerapan nilai-nilal dasar
ASN di seluruh unit kerja;

- membuka ruang konsultjasi dan pembinaan bagi ASN;

melakukan pengawasari dan evaluasi secara rutin;

menegakkan aturan disuplin untuk memberikan efek jera agar tidak terjadi
pelanggaran yang samaé oleh ASN lainnya;

membuka pengaduan uniltuk lingkungan internal dan eksternal; _
tlndakan pencegahan laln yangdipandang pedu saesuai ketentuan.

Pejabat  Pembina Kepedawaian wajib melakukan langkah-langkah
penindakan terhadap ASN ;fang terllbat dalam organisasi terlarang dan/atau
organisasi kemasyarakataﬂ yang d:cabut status badan hukumnya, yang
mencakup: i

_ hukumnya o

. Menindaklanjuti setlap pengaduan yang dnerima melalui -prosedur
sebagaimana diatur dalarn peraturan perundang-undangan;

Menindaklanijuti setiap rpkomendasu yang dikeluarkan oleh-Tim Satuan

Tugas yang dnbentuk: sesudi dengan SKB tentang Penanganan
Radikalisme dalam radgka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada

ASN;

Menjatuhkan hukuman ldlslp!m kepada ASN yang terbukti melakukan

pelanggaran tertiadap larangan ketertibatan pada organisasi teriarafig

danfatau organisasi Mawarakatan yang dicabut status badan




4. Dasar hukum penjatuhan hukuman disiplin:
a. UU Nomor 5 Tahun 201# tentang Aparatur Sipil Negara:
1) Pasal 23 hurufa: |
Pegawai ASN waijib setna dan taat pada Pancasila, Undang-Undang
Dasar Negara Republlk indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan
Repubhk Indonesia, dan pemerintah yang sah;
'2) Pasal 886 ayat (3); 'g ‘
_ ' PNS yang melakukaﬂ pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin;
3) Pasal 87 ayat (4) hunpf a:
PNS dlberhentlkan tidak' dengan hormat karena melakukan
penyelewengan terhhdap Pancasila dan Undang-Undang ‘Dasar
' Negara Republik Inddnesla Tahun 1945;
4) Pasal 105 ayat (3) hu!ruf a:

hormat karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan

b. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah
diubah melatui PP Nomar 17 Tahun 2020:
Pasal 250 huruf a: L
PNS diberhentikan t’dak dengan hormat apabila melakukan
penyelewengan t_erhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Taht'un 1945‘

c. PP Nomor 49 Tahun 20J|8 tentang Manajemen PPPK
Pasal 53 ayat (3) huruf a '
Pemutusan hubungan ?er]anjran kerja PPPK dllakukan tidak dengan
hormat karena melaku an penyelewengan terhadap Pancasila dan
'Undang-Undang Dasar egara Republik Indonesia Tahun 1945;
d. PP Nomor 53 Tahun 2oio tentang Disiplin PNS
1) Pasal 3 angkaS ,
‘Setiap PNS wajib sbtia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila,
_ : Undang-Undang Da*ar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
e 'Negara _Kesatuan Rebubhk indonesia, dan Pemerintah;
T 2) Pasal8 angka ‘I o
Hukuman disiplin nndan sebaganmana dimaksud dalam Pasal 7 axg}
(2) duatuhkan bagi pplanggaran terhadap kewajiban: setia dan tast
' sepenuhnya kepada -Pancaaila dan Undang-Undang Dasar Negara
" ‘Republik tndonesiar Tahuh 1945, Negara Kesatuan Republik

!

. Pemutusan hubungad;l perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan .

Undang-Undang Daer Negeara Republik indonesia Tahun 1945; .




dan Pemerintah sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 3 angka 3, apabua
pelanggaran berdampalt negatif pada unit kerja;

3) Pasal 9 angka 3:
Hukuman disiplin sedarig sebagalmana dimaksud dalam Pasal 7 ayat {3)
dijatuhkan bagi pelariggaran terhadap kewajiban: setia dan' taat
sepenuhnya kepada !%’ancasila dan Undang-Undang Dasar Negara.
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia,
dan Pemerintah sebageftiman_a dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, apabiia
pelanggaran berdampa* negatif bagi instansi yang bersangkutan; |

4) Pasal10angka 1: |
Hukuman disiplin berat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4)
dijatuhkan bagi pelantggaran terhadap kewajiban; setia dan taat
sepenuhnya kepada #’ancasiia dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tal@uun 1945, Negara Kesatuan Repubtik Indonesia,

_ dan Pemerintah 'sebag&llmana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, apabila

pelanggaran be_rd'am_pai;( negatif pada pemerintah dan/atau negara;

|
5) Penjelasan Pasal 3 anTe'S:

Yang dimaksud dengaf “setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila,
Undang-Undang Dasar | Negara Republik indonesia Tahun 1945, Negara
Kesatuan Republik lndonasla dan Pemerintah" adalah setiap PNS di
samplng taat juga bﬁrkewajlban melaksanakan ketentuan Undang-
Undang Dasar Negara Bepublik Indonesia Tahun 1945, kebijakan negara
dan Pemeﬁntah serta’ | tidak mempen'nasalahkan dan/atau menentang
Pancasila, dan Undang:-Undang Dasar Negara Republik indonesia 'I'ahun‘E :
1945;

SR S

e. PP Nomor 42 Tahun 2004 tentahg Pambmaan Jiwa Korps Dan Kode Etik
Pogawaa Negen Sipil o I _
1) Pasal7: B
_ - Dalam pelaksanaan ltjgas kodmasan dan kehidupan sehari- hari set:ap
O Pegawai Negeri Sipil- wajlb bersikap dan berpedoman pada etika dalam
bernegara, dalam penyelonggaraan Pemerintahan, dalam berorgamsasl.
- : dalam bermasyarakat serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai

e
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-Negen Sipil yang dtatut dalalam-Peraturan Pemerintah ini. il
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2) Pasal 8: :
Etika dalam bemegpra meliputi:

a. melaksanakan sepanuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar

1945; ;
b. mengangkat harkatsdan martabat bangsa dan negara,

~ ¢. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan
! . Republik lndonesna..

d. menaati semua petaturan perundang-undangan yang berlaku dalam’
melaksanakan tugas

e. akuntabel datam m$laksanakan tugas panyelenggaraan pemerintahan
yang bersih dan befwibawa; ‘

f. tanggap, terbuka, “ujur. dan akurat, serta tepat 'waktu dalam
melaksanakan setiqip kebijakan dan program Pemerintah;

g. menggunakan atau inemanfaatkan semua sumber daya Negara secara
efisien dan efektif; : |

h. tidak memberikan kbsaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

£. Penutup

- Demikian surat edaran ini agar d||berhat|kan dan dlpedomam oleh seluruh instansi
" pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan dan pencegahan masuknya paham
radikal yang negatif. i ‘

\"Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Januari 2021
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Atas perhatian dan kerja sama Sau%:lara. kami sampaikan terima kasih.

sRI PENDAYAGUNAAN | KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
RATUR NEGARADAN = NEGARA,
| BIROKRASI, NG

Tembusan Yth.. o | *
1. Presiden Republik indonesia; _
2. Wakil Presiden Republik indonesia; *
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